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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR   12   TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Operasional 
Prosedur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 

Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, maka 
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 

tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah 
Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Pesisir Nomor 45 Tahun 2019, tentang 
Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat; 
   

Mengingat 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5364); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20  Tahun 2010 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1613); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 649); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 76); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 

14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kapubaten Pesisir Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 

330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 

348); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2019 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.  
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 
45 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pada  

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, diubah sebagai berikut: 
 

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 2 
 

(1)   Perubahan SOP pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. 
 

(2)  SOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam 

.......Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

.......Perat uran Bupati ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat.  
 

 

Ditetapkan di Krui 

pada tanggal  11 Januari 2023 
 

BUPATI PESISIR BARAT, 
               ttd 

      AGUS ISTIQLAL 
 
 

 

Diundangkan di Krui  
pada tanggal  11 Januari 2023 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

       ttd  
JALALUDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 436 

 
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 

NIP. 19740526 200212 1 002 
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